
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

: 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati barito Kuala
Nomor 63 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan
atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

a. babwa adanya penambahan ayat di dalam pasal 15 yang
sebelumnya terdapat 3 (tiga) ayat, ditambab sehingga
menjadi 4 (empat) ayat, ini dikarenakan penyesuaian
situasi dan kondisi sekarang sehingga diperlukan
perubahan atas pasal tersebut;

Menimbang

BUPATIBARITOKUALA,\
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATASPERATURANBUPATIBARITOKUALA
NOMOR63 TAHUN2015 TENTANGTATACARAPENGURANGANATAU
PENGHAPUSANSANKSIADMINISTRATIFDANPENGURANGANATAU

PEMBATALANKETETAPANPAJAKBUMI DANBANGUNAN
PERDESAANDANPERKOTAAN

TENTANG

PERATURANBUPATIBARITOKUALA
NOMOR 65 TAHUN2020

BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
darikorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3674);

sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4740);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi serta Tata Kerja Badan-badan (Berita
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 47).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 2);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah{Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Tahun 2007 tentang
dan Penyebarluasan

14. Peraturan Presiden Nomor 1
Pengesahan, Pengundangan
Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang
Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama
Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4051);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan
Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kall, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Ditetapkan di Mar ahan
pada tanggal 11A stus 20

v ~~UPATI~AJU:O

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 11Agustus 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten
Barito Kuala.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

(4)Dalarn hal permohonan pengurangan diajukan oleh badan yang secara
hukum dan senyatanya mengalami kesulitan likuiditas dengan alasan :
a. Pailit yang dikuatkan dengan Keputusan Pengadilan.
b. Kegiatan us aha tidak beroperasi dan sarna sekali tidak memperoleh

keuntungan secara fmansial atas pemanfaatan lahan dan bangunan
dimilikiyang dikuatkan dengan keterangan pihak yang berwenang.

c. Beroperasi akan tetapi masih belum/ridak marnpu membayar atas SPPT
PBBP2 karena alasan kondisional tertentu (misalnya akibat pandemik
atau resesi ekonomi.

Ketentuan Pasal 15 yang sebelumnya hanya ada 3 (tiga)ayat diubah, sehingga
Pasal15 bertambah 1 (tiga)ayat lagi yang berbunyi sebagai berikut :

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun
2015 Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, diubah sebagai berikut:

Pasal I

PERATURANBUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BARITO KUALA NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA PENGURANGANATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIFDANPENGURANGANATAUPEMBATALAN
KETETAPANPAJAK BUMI DANBANGUNANPERDESAAN
DANPERKOTAAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:


